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MENTER! KESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONE;s1A 

NOMOR 290/MENKES/PER/111/2008 

TENT ANG 

PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTER.AN 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 T tahun 

2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu mengatur kembali Perseti :.ijuan 

Tindakan Medik dengan Peraturan Menteri Kesehatan; 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lemlbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tamb.ahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik · Kedokt~'{an 

(~embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11$, 
I 

T~mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan 

Rahasia Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2803); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996. tentang Tenaga Kesehatan 

(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3637); 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/Xll/1986 tentar;ig 

Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Oi Bidang Medik; 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/ll/1988 tentang 
Rumah Sakit sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan 

Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor · 191/Menkes­
Kesos/SK/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 157/Menkes/SK/111/1999 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/ll/1988 tentang 

Rumah Sakit; 
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7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/Xl/2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

I 1295/Menkes/Per/Xll/2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan 

/ Menteri Kesebatan Nomor 1575/Menkes/Per/Xl/2005 tentang Organis.asi 
, • · dan Tata KerJa Departemen Kesehatari. 

MEMUTUSKAN: 

. < 

Me1rwtapkan : f~~~TURAN MENTERI KESEHATAN 
. · t · . l 'flNDAKAN KEDOKTERAN. 

TENTANG PERSETUJUAN 

'c;;'i _;,}·?' ·' . 

t/!/?-
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dr.alam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

· / .. Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau 

keluarga terdekat setelah mendapat · penjelasan secara lengkap mengenai tindakan 

kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. 

2. Keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, 

saudara-saudara kandung atau pengampunya. 

· 3. · Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran 

adalah suatu tindakan med is berupa preventif, diagnostii<, terapeutik a tau rehabilitatif 

yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien. 

4. Tindakan lnvasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi 

keutuhari jaringan tubuh pasien. 

5. Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi adalah tindakan medis, yang 

berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau 

.· kecacatan. 

6. · · Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter sj:>esialis, · dokter gigi dan dokter · gigi 

spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam · maupun di · 

luar nege,ri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undang an. 

.. , ... -
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7. Pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan 

perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, 

mampu berkomunikasi secara wajar, 'tidak mengalami kemunduran perkembangan 

(retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat 
keputusan secara bebaJ. 

BAB II 

PERSETUJUAN DAN PENJELASAN 

Bagian Kesatu 

Persetujuan 

Pasal 2 

(1) Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat 

persetujuan. 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis 

maupun lisan. 

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat 

penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan. 

Pasal 3 

(1) Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh 

persetujuan tertuli~ yang ditandatangani cleh yang berhak memberikan persetujuan. 

(2) Tindakan kedokteran yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat diberikan dengan persetujuan lisan'. 

(3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk 

pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk itu. 

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk ucapan 

setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang dapat diartikan sebagai ucapan 

setuju. 

(5) . Dalam hal persetujuan lisan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dianggap meragukan, maka dapat dimintakan persetujuan tertulis. 

Pasal 4 

(1) Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah 

kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. 
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(2) Keputusan untuk melakukan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

diputuskan oleh dokter atau dokter gigi dan dicatat di dalam rekam medik. 

(3) Dalam hal dilakukannya tindakan kedokteran sebagaimaria dimaksud pada ayat (1 ), 

dokter atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien 

setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat. 

Pasal 5 

(1) Persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang 

memberi persetujuan sebelum dimulainya tindakan. 

(2) Pembatalan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberi persetujuan. 

(3) Segala akibat yang timbul dari pembatalan persetujuan tindakan kedokteran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung jawab yang 

membatalkan persetujuan. 

Pasal 6 

Pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum 

dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang 

mengakibatkan kerugian pada pasien 

Bagian Kedua 

Penjelasan 

Pasal 7 

(1) Penjelasan tentarig tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien 

dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta. 

(2) Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidalc sadar, penjelasan diberikan 

kepada keluarganya atau yang mengantar. 

(3) Penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­

kurangnya mencakup: 

a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran; 

b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan; 

c. Altematif tindakan lain, dan risikonya; 

d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 

e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 

f. Perkiraan pembiayaan. 
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Pasal 8 

( 1) Penjelasan tentang diagnosis dan keadaan kesehatan pasien dapat meliputi : 

a. Temuan klinis dari hasil pemeriksaan medis hingga saat tersebut; 

b. Diagnosis penyakit, atau dalam hal belum dapat ditegakkan, maka sekurang­

kurangnya diagnosis kerja dan diagnosis banding; 

c. lndikasi atau .keadaan klinis pasien yang membutuhkan dilakukannya tindakan 

kedokteran; 

d. Prognosis apabila dilakukan tindakan dan apabila tidak dilakukan tindakan. 

(2) Penjelasan tentang tindakan kedokteran yang dila~ukan meliputi : 

a. Tujuan tindakan kedokteran yang dapat berupa tujuan preventif, diagnostik, 

terapeutik, ataupun rehabilitatif. 

b. Tata cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah 

tindakan, serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. 

c. Alternatif tindakan lain berikut kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan 

tindakan yang direncanakan. 

d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masing-masing alternatif tindakan. 

e. Perluasan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat akibat 

risiko dan komplikasi tersebut atau keadaan tak terduga lainnya. 

(3) Penjelasan tentang risiko dan komplikasi tindakan kedokteran adalah semua risiko dan 

komplikasi yang dapat terjadi mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan, kecuali: 

a. risiko dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan umum 

b. risiko dan komplikasi yang sang at jarang terjadi atau yang dampaknya sangat ringan 

c. risiko dan komplikasi yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya (unforeseeable) 

(4) Penjelasan tentang prognosis meliputi: 

a. Prognosis tentang hidup-matinya (ad vitam); 

b. Prognosis tentang fungsinya (ad functionam) ; 

c. Prognosis tentang kesembuhan (ad sanationam). 

Pasal 9 

(1 ) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diberikan secara lengkap 

dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk 

mempermudah pemahaman. 
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(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didokumentasikan dalam 

berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan 

mencantumkan tanggal, waktu, nama, dan tanda tangan pemberi penjelasan dan 

penerima penjelasan. 

(3) Dalam hal dokter atau dokter gigi menilai bahwa penjelasar, tersebut dapat merugikan 

kepentingan kesehatan pasien atau ;pasien menolak diberikan penjelasan, maka dokter 

atau dokter gigi dapat memberikan penjelasan tersebut kepada keluarga terdekat dengan 

didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagai saksi. 

Pasal 10 

(1) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan oleh dokter atau dokter gigi 

yang merawat pasien atau salah satu dokter atau dokter gigi dari tim dokter yang 
merawatnya. 

(2) Dalam hal dokter atau dokter gigi yang merawatnya berhalangan untuk memberikan 

penjelasan secara langsung, maka pemberian penjelasan harus didelegasikan kepada 

dokter atau dokter gigi lain yang kompeten. 

(3) Tenaga kesehatan tertentu dapat membantu memberikan penjelasan sesuai dengan 

kewenangannya. 

(4) Tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tenaga 

kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien. 

Pasal 11 

(1) Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran, dokter yang 

akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan. 

(2) Penjelasan kemungkinan perluasan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan dasar daripada persetujuan. 

Pasal 12 

(1) Perluasan tindakan kedokteran yang tidak terdapat indikasi sebelumnya, hanya dapat 

dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien. 

(2) Setelah perluasan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, 

dokter atau dokter gigi harus memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga 
terdekat. 

• • 
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BAB Ill 

YANG BERHAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN 

Pasal 13 

( 1) Persetujuan diberikan oleh pasien yang kompeten atau keluarga terdekat. 

(2) Penilaian terhadap kompetensi pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh dokter atau dokter gigi sebelum tindakan kedokteran dilakukan. 

(3) Dalam hal terdapat keraguan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya, 

dokter atau dokter gigi dapat melakukan permintaan persetujuan ulang. 

BAB IV 

KETENTUAN PADA SITUASI KHUSUS 

Pasal 14 

(1) Tindakan penghentian/penundaan bantuan hidup (withdrawing/withholding life 

support) pada seorang pasien harus mendapat persetujuan keluarga terdekat pasien. 

(2) Persetujuan penghentian/penundaan bantuan hidup oleh keluarga terdekat pasien 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah keluarga mendapat penjelasan 

dari tim dokter yang bersangkutan . 

. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan secara tertulis. 

Pasal 15 

Dalam hal tindakan kedokteran harus dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah 

dimana tindakan medik tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak, maka persetujuan 

tindakan kedokteran tidak diperlukan. 

BAB V 

PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERJ~N 

Pasal 16 

(1) Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien dan/atau keluarga 

terdekatnya setelah menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan 

dilakukan. 

(2) Penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan 

secara tertulis. 
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(3) Akibat penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 

tanggung jawab pasien. 

(4) . Penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan 

hubungan dokter dan pasien. 

BAB VI 

TANGGUNG JAWAB 

Pasal 17 

(1) Pelaksanaan tindakan kedokteran yang ~elah mendapat persetujuan menjadi tanggung 

jawab dokter atau dokter gigi yang melakukan tindakan kedokteran. 

(2) Sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pelal<sanaan persetujuan tindakan 
kedokteran. 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 18 

(1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan organisasi profesi terkait 

sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 

(2) . Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

Pasal 19 

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif sesuai 

dengan kewenangannya masing-masing 

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, 

teguran tertulis sampai dengan pencabutan Surat ljin Praktik 

• ' ' 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturcn Menteri Kesehatan Nomor 

585/MENKES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku lagi. 

Pasal 21 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 

penernpatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 26 Maret 2008 
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